Menimbang

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOLAKA TIMUR
NOMORO01 TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,

a BahwauntukmelaksanakanketentuanPasal 320 ayat (1) Undang-UndangNomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah

sebagai manatel ahdi ubahbeberapa kali terakhirdenganUndang- undangnomor 6 Tahun 2023 tentang
PenetapanPeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjamenjadiUndang-undang, Kepala
Daerah mengajukanRancanganPeraturan Daeah tentangPertanggungjawabanPel aksanaanAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupal aporanK euangan yang telahdiperiksa oleh Badan PemeriksaK euangan
(BPK) paing lambat 6 (enam) bulansetel ahtahunanggaranberakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran
2022.
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Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
TambahanL embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang- UndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, TambahanL embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengel olaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanL embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, TambahanL embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai manatel ahdiubahbeberapa kali
terakhirdenganUndang-UndangNomor 13 tahun 2022 tentangPerubahanK eduaatasUndang-UndangNomor 12 Tahun 2011
tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
TambahanL embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-undangNomor 8 Tahun 2013 tentangPembentukanK abupatenK olaka Timur di Provins Sulawes tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

Undang-undangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
TambahanLembaran Negara Nomor 5587), sebagaimanatel ahbeberapa kali diubahterakhirdenganUndang-undangNomor 6 Tahun
2023 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaMenjadiUndang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

PeraturanPemerintahNomor 55Tahun 2005 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, TambahanL embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005 tentangSi steminformasiK euangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, TambahanL embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
sebagai manatel ahdi ubahdenganPeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2010 tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor 56
Tahun 2005 tentangSisteminformasiKeuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
TambahanL embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, TambahanL embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagai manatel ahdi ubahdenganPeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 2019 tentangPerubahanatasPeraturanPernerintahNomor 18
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Tahun 2016 tentangOrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
TambahanL embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

PeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentangStandarAkuntasiPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, TambahanL embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

PeraturanPemerintahNomor2Tahun 2012tentangHibah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor5,
TambahanL embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

PeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92 , TambahanL embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebaga manatel ahdi ubahdenganPeraturanPemerintahNomor 28 Tahun 2020 tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor 27
Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 ,
TambahanL embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2018 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
TambahanL embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaanK euangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, TambahanL embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentangPemberian Hibah dan BantuanSosial yang
bersumberdariAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimanatelahdiubahbeberapa  kali  terakhirdenganPeraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentangPerubahanK elimaatasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentangPemberian Hibah dan BantuanSosiai
yang bersumberdari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang PedomanPengel olaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukanProduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentangPerubahanatasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukanProduk Hukum Daerah (Berita
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentangPedoman Teknis PengelolaanK euangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
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Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah dan Penyertaan Modal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 16);

Peraturan DaerahK abupatenK olaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SekretariatDaerah dan
Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat DaerahK abupatenK olaka Timur;

Peraturan DaerahK abupatenK olaka Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah tahun 2018 Nomor 56);
Peraturan DaerahK abupatenK olaka Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentangRetribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah tahun 2018 Nomor
57);

Peraturan DaerahK abupatenK olaka Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentangRetribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah tahun 2018 Nomor
58);

Peraturan DaerahKabupatenKolaka Timur Nomor 11 Tahun 2018 TentangPerubahanPeraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016
tentangRencana Pembangunan JangkaM enengah Daerah KabupatenKolaka Timur tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018
Nomor 11);

Peraturan DaerahKabupatenKolaka Timur Nomor 15Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
KabupatenK olaka Timur Tahun Anggaran 2022,

Peraturan Daerah KabupatenKolaka Timur Nomor 2 Tahun 2022 TentangPerubahanAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah
KabupatenK olaka Timur TahunAnggaran 2022



DenganPer setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Dan

BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

M enetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksuddengan:

1

PemerintahanDaerah adal ahpenyel enggaraanurusanpemerintahanoleh pemerintahdaerahdan dewan perwakilanrakyat daerah (DPRD) menurutasasotonomidan
tugaspembantuandenganprinsi potonomisel uas-luasnyadalam  system dan prinspNegara KesatuanRepublikindonesia sebaga manadi maksuddal amUndang-
UndangDasar Negara Republikindonesia Tahun1945.

PemerintahDaerah adal ahgubernur, bupati, dan/atauwalikota, dan perangkatdaerahsebagai unsurpenyel enggarapemerintahandaerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalahlembagaperwakilan rakyat daerah yang berkedudukansebagai unsurpenyelenggarapemerintahandaerah

yang mempunyaifungsi pembentukanPeraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasa.
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Desa  atauyang disebutdengannamalain, sel anj utnyadi sebutdesaadal ahkesatuanmasyarakathukumyang memilikibatas-batas wilayah yang
berwenanguntukmengaturdan menguruskepentinganmasyarakatsetempat, berdasarkanasal-usuldan adatistiadatsetempatyang diakuidan dihormatidalam system
pemerintahanNegara K esatuanRepubliklndonesia.

K euanganDaerahadal ahsemuahakdan kewajibandaerahdal amrangkapenyel enggar aanpemerintahandaerahyang dapatdinilaidenganuang
termasukdidalamnyasegal abentukkekayaanyang berhubungandenganhakdan kewaji bandaerahtersebut.

PeraturanDaerah adal ahperaturanperundang-undanganyang dibentukoleh DPRD denganper setuj uanbersamakepal adaerah;

AnggaranPendapatandan BelanjaDaerah, selanjutnyadisingkatAPBD adal ahrencanakeuangantahunanpemerintahandaerahyang dibahasdan disetujuibersamaoleh
pemerintahdaerahdan DPRD, dan ditetapkandenganperaturandaerah.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat OPD adal ahperangkat daerahpada pemerintahdaerahsel akupenggunaanggaran/penggunabarang.
OrganisasiPerangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerahyang selanjutnyadisingkatBPKPD adal ahperangkatdaerahpada
pemerintahdaerahsel akupenggunaanggaran/penggunabarang, yang juga mel aksanakanpengel olaankeuangandaerah.

Kepa aDaerah adal ahgubernurbagi daerahprovins ataubupati bagi daerahkabupatenatauwal i kotabagi daerahkota.

PgabatPengelolakeuanganDaerah  yang  selanjutnyadisingkatPPKD  adalahkepalaOrganisasi  Perangkat  Daerah  pengel olakeuangandaerahyang
selanj utnyadi sebutdengan. KepalaBPK PD yang mempunyaitugasmel aksanakanpengel olaanAPBD dan bertindaksebagai bendaharaumumdaerah.
BendaharaUmum Daerah yang sel anjutnyadisingkatBUD adalah PPKD yang bertindakdal amkapasi tassebagai bendaharaumumdaerah.

PenggunaA nggaranadal ahpej abat pemegangkewenanganpenggunaananggaranuntuk mel aksanakantugaspokokdan fungsiOPD yang dipi mpinnya.

Kuasa BendaharaUmum Daerah yang selanjutnyadisingkat Kuasa BUD adal ahpejabatyang diberi kuasauntukmel ak sanakansebagi antugasBUD.

Kuasa PenggunaAnggaranadalahpegabatyang  diberikuasauntukmel aksanakansebagi ankewenanganpenggunaanggarandal ammel ak sanakansebagi antugasdan
fungsiOPD.

BendaharaPenerimaanadal ahpejabatfungsionalyang ditunjukuntukmenerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkanuang
pendapatandaerahdal amrangkapel aksanaan APBD pada OPD.

BendaharaPengel uaranadal ahpejabatfungsionalyang  ditunjukmenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakandan mempertanggungjawabkanuang
untukkeperl uanbel anj adaerahdal amrangkapel aksanaan APBD pada OPD.

Kas Umum  Daerah  adalahtempatpenyimpananuang  daerahyang  ditentukanoleh  kepaladaerahuntukmenampungsel uruhpenerimaandaerahdan
digunakanuntukmembayarsel uruhpengel uarandaerah.

RekeningKkas Umum Daerah adalahrekeningtempatpenyimpananuang daerahyang ditentukanoleh kepal adaerahuntukmenampungsel uruhpeneri maandaerahdan
digunakanuntukmembayarsel uruhpengel uarandaerahpada bank yang ditetapkan.

PenerimaanDaerah adalahuang yang masukke kas daerah.

PengeluaranDaerah ada ahuang yang keluardari kas daerah.

PendapatanDaerah adal ahhakpemerintahdaerahyang diakui sebagai penambahnilaikekayaanbersih.

BelanjaDaerah adal ahkewajibanpemerintahdaerahyang di akuisebagai pengurangnilaikekayaanbersih.
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Surplus AnggaranDaerah adal ahselisihl ebi hantarapendapatandaerahdan belanjadaerah.

DefisitAnggaranDaerah adal ahseli sihkurangantarapendapatandaerahdan belanjadaerah.

PembiayaanDaerah  adalahsemuapenerimaanyang perludibayarkembalidan/ataupengeluaranyang akanditerimakembali, baik pada tahunanggaranyang
bersangkutanmaupunpada tahun- tahunanggaranberikutnya.

Sisa L ebihPerhitunganAnggaranyang selanjutnyadisingkat SiL PAadal ahselisihlebihrealisasi penerimaandan pengel uarananggaransel amasatuperi odeanggaran.
PiutangDaerah adal ahjumlahuang yang waji bdibayarkepada pemerintahdaerahdan/atauhakpemerintahdaerahyang dapatdinil aidenganuang
sebagal aki batperj anjianatauaki batl ai nnyaberdasarkanperaturanperundang-undanganatauaki batl ainnyaang sah.

Utang Daerah adal ahjumlahuang yangwaj i bdi bayarpemerintahdaerahdan/ataukewajibanpemerintahdaerahyang dapatdinilaidenganuang
berdasarkanperaturanperundang-undangan, perjanjian, atauberdasarkansebabl ainnyayang sah.
Investas adal ahpenggunaanasetuntukmemperol ehmanf aatekonomi ssepertibunga, deviden, royalti, manfaat social

dan/ataumanf aatl ai nnyasehi nggadapatmeni ngkatkankemampuanpemerintahdal amrangkapel ayanankepadamasyarakat.

Surat PerintahPencairanDana yang selanjutnyadisingkatSP2D adalahdokumenyang digunakansebagaidasarpencairandana yang diterbitkanoleh BUD
berdasarkanSPM.

Barang Milik Daerah adal ahsemuabarangyang dibeliataudi perol ehatasbeban APBD atauberasal dariperol ehanl ainnyayang sah.

BAB 11
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 2

Pertanggungjawabanpel aksanaan APBD TahunAnggaran 2022 berupal aporankeuanganmemuat :
L aporanrealisasianggaran;

. LaporanPerubahan Saldo AnggaranL ebih;

Neraca;

. LaporanOperasional;

Laporanarus kas;

L aporanPerubahanEkuitas; dan

. Catatanatas aporankeuangan.

@™o Qa0 oD

(2) LaporanK euangansebagai manadimaksud pada ayat (1) dilampiridengan:

a. Laporankinerja dan ikhtisarl aporankeuangan badan usahamilikdaerah/perusahaandagerah;
b. IkhtisarLaporanKeuangan Desa



Pasal 3

(1) Laporanrealisasianggaransebagai manadimaksuddalamPasal 2 ayat (1) huruf atahun anggaran 2022dengananggaranSebagai berikut :

A Pendapatan..........c.ccoveerinneneeeeeees Rp701.072.305.198,20
B Belanja ..o Rp843.693.293.350,00
SUMPIUS JABFTSIT ...ttt b et b ettt b e e nn b (Rp142.620.988.151,80)
C Pembiayaan :
PENEITMBAN ..ot Rp146.120.988.151,80
Pengeluaran...........cccoeerenrennennesecesees Rp3.500.000.000,00
LS g o= Y= = T L= (o Rp142.620.988.151,80
S o7 S Rp0,00
(2) Laporanrealisasianggaransebaga manadimaksuddalamPasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022denganrealisas Sebagai berikut :
A Pendapatan..........ccccoeeeveiieve e Rp703.342.648.547,00
B Belanja ..o Rp762.825.152.524,00
SUIMPIUS JHEFTSIT ...ttt b et b et bt b e en s (Rp59.482.503.977,00)
C Pembiayaan :
PENerimaan .........c.ccovveinceincinecee s Rp107.562.519.582,44
Pengeluaran............cooeovcencincinceee Rp3.500.000.000,00
PEMDBIAYEEIN NEO..........ecieciecece et e et esre e et e s reese e tesaeesesreensesreeanerens Rp104.062.519.582,44
IS ] o= TSSOSO PSP RUP PO Rp44.580.015.605,44
Pasal4
Urai anl aporanreali sasianggaransebagai manadi maksuddal amPasal 3, sebagaiberikut :
a Selisihanggarandenganrealisasi pendapatansejumlah Rp2.270.343.348,80 denganrinciansebagai berikut :
Anggaranpendapatansetel ahperubahan.............ccoceoiieiinneereeee e Rp701.072.305.198,20



RealisasiPendapatan ..o

b. Selisihanggarandenganrealisasibel anjasejumlahRp(80.868.140.826,00) denganrinciansebagaiberikut :
Anggaranbelanjasetel ahperubahan .............cccooo e

RealiSASIBEAN|AL.....ccue i e
SelisthLebih / (Kurang) ......cccecvveeeeveceese e

C. Selishanggarandenganrealisasi surplus/defisitsgumlah Rp83.138.484.174,80 denganrinciansebagai berikut :
Anggaran Surplus/defisitsetelahperubahan.............ccccoevvieieiccc e

SelisthLebih / (Kurang) .......ccecvveeee v
d. Sdishanggarandenganreali sasi penerimaanpembiayaansg umlah (Rp38.558.468.569,36) denganrinciansebagai berikut:
Anggaranpenerimaanpembiayaansatdahperubahan...........cc.ocveeveveeeceeseneeeseseneseens

SelishLebih / (KUrang) ......coeeeeeenieieeieeinese e
e. Selishanggarandenganrealisasi pengel uaranpembiayaansejumlah Rp0,00 denganrinciansebagaiberikut :
Anggaranpengel uaranpembiayaansetel ahperubahan............ccccoeeeeveceecece e

SelisthLebih / (KUrang) .......cocooeeeereeieeieneneseseseseeeeeesenes
0. Sdishanggarandenganrealisas pembiayaannettoss umlah(Rp38.558.468.569,36) denganrinciansebagai berikut :

Pasal 5

L aporanPerubahan Saldo AnggaranL ebihsebagai manadimaksud pada Pasal 2ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022, sebagaiberikut :

a Sado AnggaranLebih Awa TahunAnggaran 2021 ..........ceeeeveereererenseerensessensenees

b. Sisa L ebilvKurang PembiayaanAnggaran (SILPA/SIKPA) ...,
C. K oreksi K esdlahanPembukuanTahunSebaumnyaL.......c.ccceeeceeeeeneeenneeseeessensenens

Rp703.342.648.547,00
Rp2.270.343.348,80

Rp843.693.293.350,00
Rp762.825.152.524,00
Rp(80.868.140.826,00)

Rp(142.620.988.151,80)
Rp(59.482.503.977,00)

Rp83.138.484.174,80

Rp146.120.988.151,80
Rp107.562.519.582,44
(Rp38.558.468.569,36)

Rp3.500.000.000,00
Rp3.500.000.000,00
Rp. 0,00

Rp142.620.988.151,80
Rp104.062.519.582,44
(Rp38.558.468.569,36)

Rp107.562.519.582,44

Rp44.580.015.605,44
Rp0,00



d. Sado AnggaranLebih Akhir TahunAnggaran 2022.............ceveereereeenseneeeessensennes

Pasal 6
Neraca sebaga manadimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember 2022, sebagaiberikut :
a JUMIBNESEL. ...t
b. JUMIBNKEWEJTDAN ...

C. JUMIANEKUITES HANAL ......cee ittt e e e e e e e e e e e e e e e reeenneees

Pasal 7

L aporanOperas onal sehaga manadimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2022, sebagaiberikut :

A Pendapatan—LO........coovreeieieeeeee e
B BeDAN ...
SUrPIUS /AEfiSIt DA OPEIESI......cveeeeeieieieieeie sttt b bt n e b sn e n e s enenne s

C Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional LainnyaLO

Defisit dari Kegiatan Non Opersiona LainnyaLO

Surplug/Defisit dari Kegiatan Non Opersiona
D Pos Luar Biasa:

Pendapatan Luar Biasa— LO.........cccccevveeennee.

Beban Luar Biasa.........ccocovveeeeeneeeieeeeeeee

SUrplus/Defisit Dari POS LUK BIGSA.........cccuireiirririesieieeeese st
E 1 o 0TS o = T SRS

Pasal 8

Rp656.133.706.111,18
Rp637.560.017.147,59

Rp0,00
Rp873.487.527,57

Rp0,00
Rp4.157.493.676,00

Rp44.580.015.605,44

Rp1.433.902.560.823,89

Rp1.915.728.419,41

Rp1.431.986.832.404,48

Rp18.573.688.963,59

(Rp873.487.527,57)

(Rp4.157.493.676,00)
Rp13.542.707.760,02

(1) Laporanarus kas sebagai manadimaksudPasal 2 ayat (1) hurufuntuktahun yang berakhirsampai dengan 31 Desember 2022, sebagaiberikut :

A Saldo kas awal per 1 Januari 2022 di Kas Daerah

Rp107.911.579.697,85



B Arus Kas Bersihdari AKLiVitasOperasi.........ccceeveieeceeseceese e seese e Rp77.472.571.369,00
C Arus Kas Bersihdari AKLiVitas INVESLaS ...........ccceveeeeneeeeerereee e Rp(140.455.075.346,00)
D Arus Kas Bersihdari AktivitasPendanaan..............cccccevveeeeveieneeseseesesnens Rp0,00
E Arus Kas Bershdari AKEIVITaST ranNSItOriS. ....ueeeveeieeieeeeeeeee e e e eeeeeeeeeeeeee s Rp0,00
F Saldo kas akhir per 31 Desember 2022 ...........cooeeeneeieeieeeesee e Rp44.929.075.720,85
(2) Perbandinganantarasaldo kas akhir 31 Desember 2022 dan Silpa TahunAnggaran 2022, sebagaiberikut:

A Saldo kas akhir per 31 Desember 2022.........ccooeveeeiereieeeeeeee e Rp44.929.075.720,85

B SHPA2022. ...ttt eea Rp44.580.015.605,44

C SEIISINL e sa e naas Rp349.060.115,41

Selishantarasaldo kas akhir dan Silpa TahunAnggaran 2022 merupakan utang PFK KabupatenKolaka Timur yang hingga 31 Desember 2022
belumdibayarkanke kas negara.

Pasal 9

L aporanPerubahanEkuitassebagai manadimaksudPasal 2 ayat (1) hurufuntuktahun yang berakhirsampaidengan 31 Desember 2022, sebagaiberikut :

A EKUITBS AWEL ... .ottt sttt ena e nre s Rp1.412.790.439.406,39

B SUPIUS/DEFISIE-L O ...t Rp13.542.707.760,02

C Dampakakumul atif perubahankebijakan/kesalahanmendasar: .................... Rp5.653.685.238,07

D EKUITAS AKRIT ...t Rp1.431.986.832.404,48
Pasal 10

Catatanatasl aporankeuangansebagai manadimaksudPasal 2 ayat (1) huruf g tahunanggaran 2022 memuati nformasi bai ksecarakuantitatifmaupunkualitatifatas pos-pos
laporankeuangan

Pasal 11

PertanggungjawabanPel aksanaan APBD sebagai manadimaksud pada Pasal 2, tercantumdalam Lampiran yang tidakterpi sahkandari PeraturanDaerahini, terdiridari :

1 Lampiranl Laporanrealisasianggaran;



Lampiran|.1 Ringkasanl aporanrealisas anggaranmenuruturusanpemerintahandaerah dan organisasi;

Lampiran |.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasimenurutkelompok dan jenispendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 Eeizlndan APBD mgnurutqruwnpemerintahandaerah, organisas, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jeni spendapatan,
anja, dan pembiayaan;

Lampiran 1.4 Rekapitul asi reali sasianggaranbel anjamenuruturusanpemerintahandaerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

Lampiran I L aporanPerubahansal doanggaranl ebih;

Lampiran 1 Laporanoperasional;

Lampiran IV L aporanperubahanekuitas

Lampiran V Neraca;

Lampiran VI Laporanarus kas;

Lampiran VI Catatanatad aporankeuangan;

Lampiran VI Daftar RekapitulasiPiutang Daerah;

Lampiran IX Daftar rekapitul asi penyisihanpiutangti daktertagih,;

Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintahdaerah;

Lampiran XII Daftar rekapitul asirealisasipenambahan dan penguranganasettetapdaerah;

Lampiran X111 Daftar rekapitulasi asset tetap;

Lampiran X1V Daftar rekapitul asikonstruksidalampekerjaan;

Lampiran XV Daftar rekapitulasi asset lainnya;

Lampiran XVI Daftar dana cadangandaerah;

Lampiran XV1I Daftar kewajibanjangkapendek;

Lampiran XVIII Daftar kewajibanjangkapanjang;

Lampiran XIX Daftar sub kegiatan yang bel umdi sel esai kansampai akhirtahunanggaran 2022 dan dianggarkankembalidal amtahunanggaranberikutnya;

Lampiran XX

IkhtisarL aporankeuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Dagerah.



Pasal 12

L ampiran laporankeuangansebaga manadimaksuddal amPasal 2 ayat (2) terdiridari :
Ikhtisarlaporankeuangan badan usahamilikdaerah/perusahaandaerah, tercantumdalamlampiran XX yang tidakterpi sahkandari PeraturanDagerahini.

BAB |11
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Bupati Kolaka Timur menetapkan Peraturan Bupatitentang penjabaran PertanggungjawabanPel aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022, sebagairincianl ebihlanjutdari Peraturan Daerah tentang PertanggungjawabanPel aksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturan Daerah inidenganpenempatannyadalamL embaran Daerah KabupatenK olaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta



Pada tanggal, 2023
Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR

ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta
Pada Tanggal, 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

ANDI MUH. IQBAL TONGASA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 104

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022 (1/32/2023)



